BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 95

TAHUN 2022

Menimbang

Mengingat

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa tarif Retribusi Daerah telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi
Daerah, perlu dilakukan peninjauan dan penyesuaian
kembali;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah mengatur
tarif Retribusi perlu ditinjau kembali dengan
memperhatikan indeks harga serta perkembangan
perekonomian, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Derah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 133);

8. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 25);

9. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 26);

10. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata
Cara  Pemungutan  Retribusi Perijinan  Tertentu
(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018
Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN TARIF
RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang
pribadi atau badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah  Daerah  untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau Badan.



5.

(1)

(2)

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial untuk
memperoleh keuntungan dan Dberorientasi pada harga
pasar karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh
sektor swasta.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan
ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan penyesuaian Tarif
Retribusi Daerah.

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan
atas jasa layanan Retribusi yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

Jasa layanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) meliputi:

a.
b.

C.

Retribusi Jasa Umum;
Retribusi Jasa Usaha; dan

Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 4

Besaran tarif atas jasa layanan Retribusi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 November 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd
H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
ttd
H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPA IRO HUKUM,

LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002



